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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 

1. Belum diterapkannya pengaturan norma tentang Disgorgement Fund 

atau Dana Kompensasi Kerugian Investor dalam undang-undang pasar 

modal, maka belum menjangkau sepenuhnya perlindungan kepada 

investor yang dirugikan oleh pelaku kejahatan yang melanggar dengan 

mengambil keuntungan tidak sah, karena investor juga butuh diberikan 

kepastian hukum terbaik dalam melakukan kegiatan investasi dalam 

pasar modal berupa jaminan pengembalian dana yang di investasikan 

kepada pihak yang dirugikan.  

2. Belum menjangkaunya undang-undang pasar modal tentang pengaturan 

norma Disgorgement Fund, maka investor di pasar modal yang 

mengalami kerugian oleh pelaku kejahatan yang mengambil 

keuntungan tidak sah, akan sulit mendapatkan dana kompensasi sesuai 

dengan hak hak nya. Sehingga sangat mendesak untuk diaturnya norma 

pengaturan Disgorgement Fund setingkat undang-undang dalam rangka 

perlindungan kepada investor sebagai upaya pemulihan yang 

mengharuskan pelaku yang mendapat untung dari tindakan ilegal 

menyerahkan setiap keuntungan yang diperolehnya yang berasal dari 

tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga untuk meningkatkan 

legitimasi hukum yang lebih kuat. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu dilakukam penelitian secara mendalam tentang pemuatan norma 

Disgorgement Fund dalam undang-undang pasar modal. 

2. Pemerintah legislatif membentuk pasal Disgorgement Fund setingkat 

undang-undang di sektor pasar modal. Salah satu upaya yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam 

penegakan hukum di bidang pasar modal adalah melalui penerapan 

Pengembalian Keuntungan Tidak Sah. Dengan diangkatnya pasal 
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tentang Disgorgement Fund setingkat Undang-undang akan 

menciptakan Undang-undang yang komperhensif dalam rangka 

melindungi dan memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi 

investor pasar modal di Indonesia. 

3. OJK sebagai pengawas dan regulator memberikan sosialisasi dan 

pendidikan tentang Disgorgement Fund  kepada seluruh pihak yang 

berinvestasi di sektor pasar modal dan masyarakat. 

4. OJK agar segera mengimplementasikan penerapan Disgorgement Fund  

dalam penyelesaian kasus pelanggaran di bidang pasar modal untuk 

pengembalian dana dari keuntungan tidak sah para pelaku kejahatan.  

5. Investor di sektor pasar modal agar mempelajari tentang pentingnya 

Disgorgement Fund  dan lebih cermat dalam melakukan investasi di 

pasar modal agar terhindar dari praktik kejahatan pelaku yang 

mengambil keuntungan tidak sah. 
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